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BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Prospek 

Teori prospek dikembangkan oleh dua orang psikolog, Daniel 

Kahneman dan Amos Tversky (1979) yang pada dasarnya mencakup 

dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi. Teori ini menjelaskan 

bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. 

Substansi teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual 

yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu 

ekonomi. 

Menurut Kahneman dan Tversky (1979) dalam Aryobimo (2012) 

menjelaskan bahwa teori prospek ini membahas tentang seseorang 

dalam mengambil suatu keputusan, seseorang tersebut akan mencari 

sumber informasi lalu baru akan membuat beberapa konsep keputusan. 

Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki 

kecendrungan irasional lebih enggan untuk mempertaruhkan 

keuntungan (gain) dari pada kerugian (loss), apabila seseorang dalam 

posisi untung maka orang tersebut cenderung untuk menghindari risiko 

atau disebut risk aversion, sedangkan apabila seseorang dalam posisi 

rugi maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi risiko 

atau disebut risk seeking. 
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Keterkaitan teori prospek dengan penelitian ini adalah dalam 

penelitian ini teori prospek mampu menjelaskan tentang preferensi 

risiko yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan dapat 

mempengaruhi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya. Dapat dikatakan, jika Wajib Pajak mempunyai tingkat 

risiko yang tinggi belum tentu Wajib Pajak tidak mau untuk membayar 

pajak. 

2. Theory of Planned Behavior 

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa 

perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat 

untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku 

ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 1991), yaitu:  

a. Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil 

dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 

b. Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif 

orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 

c. Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-

hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan 

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal 

yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut 

(perceived power). 

Seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki 

keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya 
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tersebut. Tiga faktor ini akan menumbuhkan minat (intention) dari 

individu yang nantinya akan menentukan ada atau tidaknya 

penggunaan sistem oleh individu. Hubungan penelitian ini dengan 

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah sikap atau perilaku individu 

terhadap suatu objek berkaitan dengan perasaan. Seseorang akan 

dikatakan mematuhi atau tidak mematuhi dalam membayar kewajiban 

perpajakannya dipengaruhi oleh pertimbangan rasional berhubungan 

dengan manfaat  dan pengaruh dari lingkungan yang berpengaruh 

terhadap keputusan dalam patuh membayar kewajiban perpajakannya. 

3. Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model merupakan teori yang pertama kali 

dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM merupakan salah satu 

teori yang dianggap sangat berpengaruh tentang penggunaan sistem 

teknologi informan dan umumnya digunakan untuk menjelaskan 

penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi 

informasi. TAM merupakan adaptasi dari Theory of Reasoned Action 

(TRA) yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishben (1980) dan 

selanjutnya diusulkan kembali oleh Davis (1989). TAM merupakan 

model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan 

penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, 

yaitu persepsi kebermanfaatan (perceived uselfulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi 

kebermanfaatan (perceived usefulness) merupakan tingkat kepercayaan 
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pengguna bahwa adanya penggunaan suatu sistem dapat membantu 

meningkatkan kinerja pengguna. Persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) merupakan keyakinan seseorang yang 

menganggap bahwa menggunakan suatu sistem merupakan hal yang 

mudah (Laihad, 2013). Model TAM yang dikembangkan dari teori 

psikologis menjelaskan perilaku pengguna komputer, yaitu 

berlandaskan pada kepercayaan (attitude), intensitas (intention), dan 

hubungan perilaku pengguna (user behavior relationship). Model ini 

bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku 

pengguna teknologi informasi terhadap penggunaan teknologi 

informasi tersebut. 

Hubungan penelitian ini dengan Technology Acceptance Model 

(TAM) adalah  dilihat dari persepsi kebermanfaatan dan persepsi 

penggunaan, dengan adanya teknologi ini dapat memberikan manfaat 

yang cukup baik pada setiap individu,  serta adanya teknologi yang 

dapat memberikan pemahaman kepada individu, sehingga sistem ini 

mampu untuk meningkatkan kinerja pengguna. Persepi penggunaan ini 

dianggap dapat memberikan keyakinan kepada seseorang bahwa 

dengan adanya teknologi yang mampu menciptakan sistem 

pembayaran berbasis online ini, mampu untuk meyakini seseorang 

bahwa sistem berbasis online ini mudah untuk digunakan. 
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4. Pajak 

Menurut Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, pajak adalah iuran atau 

pungutan masyarakat kepada kas negara yang landaskan oleh Undang-

Undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung, yang 

kemudian pajak bisa dipakai untuk membayar pengeluaran umum 

negara. 

Sedangkan menurut Dr. Suparman Sumawidjaya, pajak adalah 

pungutan wajib yang dilakukan pemerintah dalam bentuk uang, 

pungutan dilakukan berdasarkan norma hukum yang kemudian hasil 

pungutan dimanfaatkan untuk membayar biaya produksi barang dan 

jasa kolektif agar bisa tercapainya kesejahteraan umum. 

5. Fungsi Pajak 

a. Fungsi anggaran (budgetair) pajak sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai rumah 

tangga pemerintahan dan pembangunan. 
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b. Fungsi mengatur (cregulerend) pajak sebagai alat untuk mengukur 

dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

6. Syarat Pemungutan Pajak 

Fungsi syarat pemungutan pajak adalah untuk mengantisipasi 

timbulnya hambatan atau halangan dalam pemungutan pajak. 

a. Syarat Keadilan, pemungutan pajak harus dilakukan secara adil 

sesuai dengan aturan pemungutan pajak. 

b. Syarat Yuridis, UUD 1945 pasal 23 ayat 2 memberikan 

keadilan hukum kepada warga negara maupun negaranya. 

c. Syarat Ekonomis, pemungutan pajak dilarang mengganggu 

kegiatan produksi atau perdagangan, karena dapat 

menimbulkan keresahan masyarakat. 

d. Syarat Finansiil, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah 

dari hasil pemungutannya. 

e. Syarat Sederhana, agar wajib pajak mudah dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya maka pemungutan pajak harus 

dilakukan secara sederhana.  

7. Pengelompokan Pajak 

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 : 

a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara. Yang 

termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak 
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Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak 

Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut pemerintah 

daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintahan 

daerah. Pajak daerah terdiri atas : 

▪ Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

▪ Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, 

dll. 

8. Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, istilah kepatuhan 

merupakan sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan juga pada 

peraturan yang ada. Definisi kepatuhan pajak dalam bentuk yang 

paling sederhana biasanya dilemparkan dalam hal sejauh mana Wajib 

Pajak mematuhi hukum pajak (James & Alley, 1999). Kepatuhan 

dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan 

sesuai dengan UU yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat 

diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua 

penghasilan kena pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku 

(Tahar dan Shandy, 2012). Faktor lain yang penting yang 

mempengaruhi kepatuhan pajak adalah hubungan antara kepatuhan 
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pajak dan beratnya sanksi (Chau & Leung, 2009). Idenya adalah 

bahwa takut hukuman melarang perilaku ketidakpatuhan pajak. 

Definisi singkat dari kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu tindakan 

dari Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan nya sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Wajib Pajak diharapkan dapat 

melaporkan penghasilan yang diperoleh sesuai dengan peraturan 

perpajakan, dan Wajib Pajak juga diharapkan dapat melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu sesuai dengan ketetapan 

yang berlaku. 

9. Demografi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demografi adalah 

ilmu tentang susunan, jumlah, perkembangan penduduk, dan ilmu 

yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu 

bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan. Demografi 

sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat 

atau penduduk dan “Grafein” yang berarti menulis. Jadi demografi 

adalah tulisan-tulisan mengenai rakyat atau penduduk. 

Menurut Hauser dan Duncan yang dikutip oleh Xie (2000) : 

Demografi mempelajari jumlah, persebaran, territorial dan posisi 

penduduk serta perubahan-perubahannya da sebab-sebab perubahan 

itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak 

territorial (migrasi) dan mobilisasi sosial (perubahan status). 
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Demografi tidaklah mempelajari penduduk sebagai individu, tetapi 

penduduk tersebut sebagai suatu kumpulan (aggregates atau 

collection). Jadi yang dimaksud dengan penduduk dalam kajian 

demografi adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu 

wilayah. Kajian demografi ini erat kaitannya dengan cabang-cabang 

ilmu lainnya terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang 

terjadi pada lingkungan masyarakat di suatu negara, maka cabang 

kajian demografi dapat menjadi kompleks tergantung permasalahan 

atau kajian ilmu yang dikaitkan. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi 

merupakan suatu cara untuk mempelajari struktur dan proses penduduk 

di suatu wilayah. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan 

perubahan tersebut terjadi karena beberapa proses. Ada beberapa unsur 

yang dapat diklasifikasikan dalam demografi, seperti umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, dll. 

Faktor demografi salah satunya terdiri dari usia dan tingkat 

pendidikan (Purba dan Rinaldi, 2015). Usia terdiri dari beberapa 

rentang kategori, dimana usia Wajib Pajak termasuk dalam kategori 

tersebut, terdiri dari sangat muda (55 keatas). Tingkat pendidikan yaitu 

pendidikan akhir yang telah ditempuh Wajib Pajak, terdiri dari Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Diploma, Sarjana (S1, S2, S3). 
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Dilihat dari faktor umur, setiap individu mempunyai pemikiran 

yang berbeda antara orang tua dan anak muda. Dalam tingkatan 

pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak 

maka akan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan dan manfaat 

dari membayar pajak jika dibandingkan Wajib Pajak dengan tingkat 

pendidikan yang lebih rendah (Pasaribu & Tjen, 2016). 

10. Pelayanan Fiskus 

Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dalam suatu 

produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau yang telah bersifat 

laten (Ihsan, 2013). Pelayanan merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. Seorang Wajib Pajak pada 

dasarnya juga berperan sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan 

pelayanan yang layak. Pelayanan juga merupakan cara dari seseorang 

dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang 

dibutuhkan seseorang. 

Menurut Prabawa dan Noviari (2013) terdapat beberapa indikator 

untuk mengukur kualitas pelayanan, antara lain : 

a. Tangibles (bukti langsung) 

Pelanggan dapat melihat secara langsung tentang keadaan 

fisik fasilitas yang mendukung kinerja perpajakan 

perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. 
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b. Reliability (keandalan) 

Pelanggan dapat merasakan kemampuan dalam 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. 

keinginan pelanggan yang bersifat dinamis yang berhubungan 

langsung dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

c. Responsivenees (ketanggapan ) 

Pelanggan merasakan adanya kemampuan untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan 

harapannya, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang 

tinggi. 

d. Assurance (jaminan kepastian) 

Mencakup pengetahuan, kemampuan untuk memberikan 

rasa percaya, keramahan, dan kesopanan terhadap janji yang 

telah di kemukakan kepada nasabah, sehingga meningkatkan 

rasa kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan 

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), pelayanan fiskus 

yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan 

sebaliknya. Layanan mengenai perpajakan dapat dilakukan pemerintah 

dengan pemberian sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

Wajib Pajak (Tahar dan Arnian, 2014). Kemampuan fiskus dalam 

berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan Wajib Pajak 

adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani Wajib Pajak 
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sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

menjalankan kewajibannya. 

11. Penerapan Filing System 

Menurut Abdi (2017) e-filing merupakan sistem untuk melaporkan 

SPT Tahunan secara elektronik atau dengan sarana internet yang 

dilakukan dengan sistem online dan real time melalui website 

Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi. E-Filing dibuat 

oleh Direktorat Jenderal pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam 

membuat dan menyerahkan laporan SPT secara lebih mudah, cepat dan 

hemat biaya. Dengan adanya layanan e-filing, Wajib Pajak tidak perlu 

mengantri di Kantor Pelayanan Pajak untuk menyerahkan laporan 

SPT. Penerapan dan pemakaian e-filing tercantum dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara 

Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta 

Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunanbagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filling melalui 

Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yang telah 

diubah dalam Nomor PER-1/PJ/2014. 

12. Preferensi Risiko 

Menurut Aryobimo (2012) preferensi risiko merupakan salah satu 

komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan 

keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan 



27 
 

 
 

 

dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi 

preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan 

kualitas pelayanan fiskus terdapat dalam teori prospek. Teori ini 

menerangkan bahwa ketika Wajib Pajak mempunyai tingkat risiko 

yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

Makna dari preferensi resiko yaitu ilmu yang dipakai dalam bidang 

kesosialan dan perekonomian. Preferensi risiko dapat diasumsikan 

sebagai pilihan gambaran alternatif (Syamsudin, 2014). Dalam teori 

prospek dijelaskan jika Wajib Pajak memiliki kadar risiko yang 

banyak atau tinggi hal ini akan memengaruhi Wajib Pajak dalam hal 

kepatuhan untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak.  

Teori prospek bisa menjadi dasar teori dari hubungan antara 

kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko. Teori ini menjelaskan 

bahwa tingginya tingkat risiko Wajib Pajak akan mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga, 

saat risiko yang dimiliki oleh Wajib Pajak rendah dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Begitu pula 

sebaliknya, jika resiko Wajib Pajak tinggi maka Wajib Pajak biasanya 

enggan untuk membayar pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa ketika 

Wajib Pajak mempunyai ikatan erat dengan preferensi risiko maka hal 

ini menjadikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan rendah, artinya 
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jika Wajib Pajak mempunyai banyak risiko yang tinggi akan membuat 

penurunan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

 

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Hubungan antara Demografi dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku 

yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk 

berperilaku. Sedangkan menurut Ajzen (1991) munculnya niat untuk 

berprilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu behavioral beliefs, 

normative beliefs dan control beliefs. Seorang individu dalam 

melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang 

akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Seperti dalam theory of 

planned behavior pada faktor normative beliefs yang menjelaskan 

bahwa normative beliefs merupakan harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harpan tersebut. Individu yang bertambah 

usia akan semakin peduli pada tanggapan masyarakat terhadap dirinya. 

Perilaku individu akan berubah seiring dengan bertambahnya usia, 

dari individu yang cuek terhadap masyarakat menjadi individu yang 

peduli terhadap tanggapan masyarakat tentang dirinya. Individu tidak 

akan rela untuk mencoreng nama baiknya di masyarakat sehingga 

dalam hal pajak, Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar 

pajak, saat seseorang mencapai usia tertentu maka dia akan sadar 
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bahwa tindakan membayar yang dilakukannya merupakan tindakan 

yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Wajib 

Pajak yang lebih muda dengan Wajib Pajak yang lebih tua terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak, sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyo (2017) menyatakan bahwa faktor usia dan latar belakang 

pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-

makmun,dkk (2014) menyimpulkan bahwa faktor umur berkolerasi 

negatif terhadap kepatuhan perpajakan, artinya orang yang lebih muda 

akan lebih patuh pada kepatuhan perpajakan dibandingkan dengan usia 

yang lebih tua. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dianawati (2008) yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka 

penurunan hipotesisnya sebagai berikut : 

H1 : Demografi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar 

pajak 

2. Hubungan antara Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku 

yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk 
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berperilaku. Sedangkan menurut Ajzen (1991) munculnya niat untuk 

berprilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu behavioral beliefs, 

normative beliefs dan control beliefs. Seorang individu dalam 

melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang 

akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Apabila dalam dunia 

perpajakan terdapat pelayanan yang baik dari petugas pajak serta 

sistem perpajakan yang efektif dan efisien maka berkemungkinan 

dapat memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak. 

Setiap orang akan senang apabila diperlakukan dengan ramah, 

terutama saat Wajib Pajak melaporkan SPT, mereka berpikir bahwa 

melaporkan SPT itu tidak sulit dan sangat menyenangkan, sehingga 

dikemudian hari Wajib Pajak akan sadar bahwa pajak sangat penting 

bagi pemasukan negara. Wajib Pajak yang mengetahui mudahnya 

melaporkan SPT tidak akan merasa keberatan untuk kembali ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) jika ingin melaporkan, ataupun ingin 

berpendapat tentang pajak. Wajib Pajak tidak akan menganggap bahwa 

membayar pajak itu sulit jikalau dilayani dengan baik. 

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), pelayanan pada 

sektor perpajakan merupakan pelayanan yang diberikan kepada Wajib 

Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Sukartha (2014) 

menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap 
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kemauan membayar pajak dan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak, 

sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2017) 

menyatakan pelayanan fiskus juga berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muzaki dan Kusbandiyah (2014) menyatakan bahwa 

pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 

pajak. 

Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka 

penurunan hipotesisnya sebagai berikut : 

H2 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

membayar pajak 

3. Hubungan antara Penerapan Filing System dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Technology Accepatnce Model merupakan teori yang pertama kali 

dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM merupakan salah satu 

teori yang dianggap sangat berpengaruh tentang penggunaan sistem 

teknologi informan dan umumnya digunakan untuk menjelaskan 

penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi 

informasi. Teori Technology Accepatnce Model mempelajari tentang 

perilaku seseorang terhadap penerimaan suatu teknologi berdasrkan 

dua variabel yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan. 

Adanya persepsi ini dapat membantu meningkatkan kinerja pengguna 

dan dapat memberikan keyakinan bahwa penggunaan sistem teknologi 
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itu sangat mudah, seiring dengan adanya perkembangan teknologi 

pemerintah mampu untuk memanfaatkan teknologi ini dengan 

menciptakan sistem pembayaran pajak berbasis online yang 

dikembangkan menjadi sistem e-filing, sistem ini mempermudah 

Wajib Pajak untuk melaporkan SPT mereka. E- filing adalah suatu cara 

penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan real time melalui 

website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2017) menyatakan 

bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah 

(2015) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita dkk (2014) 

yang menyatakan bahwa sistem elektronik perpajakan seperti e-filling 

berpengaruh negatif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka 

penurunan hipotesisnya sebagai berikut : 

H3 : Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak 
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4. Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus yang diperlemah 

oleh Preferensi Risiko dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Torgler (2003) menyatakan bahwa keputusan seorang Wajib Pajak 

dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. 

Keterkaitan antara teori prospek dan preferensi resiko yakni saat 

tingkat risiko yang dimiliki oleh Wajib Pajak tinggi, maka hal tersebut 

akan mempengaruhi yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Ketika preferensi risiko berkaitan erat 

dengan kepatuhan pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan 

menurun atau dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

apabila Wajib Pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) menunjukan 

bahwa preferensi risiko memperlemah hubungan antara kualitas 

pelayanan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut 

didukung dengan teori prospek yakni semakin tinggi risiko yang 

dimiliki Wajib Pajak maka akan menghambat Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2014), apabila Wajib 

Pajak mempunyai tingkat preferensi risiko yang tinggi, maka Wajib 

Pajak tersebut akan lebih rajin dalam membayar pajak. Tetapi jika 

Wajib Pajak tersebut mempunyai tingkat preferensi risiko yang rendah 

maka Wajib Pajak akan lebih tidak peduli lagi dengan kewajiban 

perpajaknnya. Izmi (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 
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ketika Wajib Pajak memiliki risiko rendah maka Wajib Pajak 

cenderung rajin dalam membayar pajak, sebaliknya saat risiko yang 

dimiliki tinggi Wajib Pajak cenderung enggan dalam membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2014) dan Aryobimo (2012) 

menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara kualitas pelayanan 

fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka 

penurunan hipotesisnya sebagai berikut : 

H4 : Kualitas pelayanan fiskus yang diperlemah dengan preferensi 

risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

 

C. Model Penelitian 
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